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Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP.\Tl KATlNGAN, 

bahwa untuh melaksanakan ket.entuan Peraturan Daerah 
I abupat.en Katingan Nomor 6 TD1un 2022 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Duerah Tahun Anggaran 2022, 
r,erl u ditetapkan Pen.1.turan Bupati l(atingan ten tang Perubahan 
Kctiga atas Pcraturan Bupati Kajngan Nomor 42 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggar~n 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, l<abupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabttpaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provin~i Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
T;:i.mbahan ',embaran Negara Republik Indonesia Nornor 4180); 

2. Unciang-Undang Nomor 17 Tah1 n 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lf>mbaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 
Nomor -1-7, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor -t'.286) : 

3. Undang Unctang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Momor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang - Undang Nomor 25 Tiliun 2004 tentang Sistem 
PerencanaRn Pembangu nan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran N~gara Republik lndone3ia Nomor 4421); 
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5 Unda.ng-Urdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pe>raturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
lndonPsia Tahu n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndones ia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
k ali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
12 Tah un 20 l 1 ten tang Pembent-.1kan Peraturan Perundang -
undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomo1· 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 680 1); 

6 . Undang-Un dang J\1omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembara.1 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 . Ta mhahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan UnJang-U ndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Ke1ja (Lem baran Negara Rcputlik Indonesia Tahun 2020 
Nomor z45, Tam bahan Lembarar Negara Republik Indonesia 
Nornor b573); 

7. Undan g - Undang Nomor 1 Tah.1n 2022 tentang Hubungan 
Ke uangan ;mtara Pemetintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; 

8. Peratu ran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, 
Tambahan Lemba ran Negara Republik lndonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pr·ngelolaa n Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Repub:ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
SPbagairna:-1a telah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
l<euangan B?.da n Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
llldonesia Tah u n 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran 
Nega ra Republik lndonesia Nomor 5340); 

I 0. Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Norn Jr 137 , Tambahan Lt:mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomo r 4575); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Rcpu blik [ndonesia Tahun 2019 Nomor 52); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan I 'a rtai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 
ka li terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
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2018 tenlang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Lembara n Negara Republik Indon esia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peratunm Pemerin tah Nomor 71 'i'ahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah un 201 0 Nomor 123, Tambaha n Lembaran Negara Republik 
Indonesi2 Nomor 51 65); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasa n F enyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo r b0 41): 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
l<euangan dan Administrati'f Pimpinan dan Anggota Dewan 
Pe1wakilan Rakyat Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6057); 

16. Peratura n Pem erintah Nomor 12 'I'ahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
fnJunesia Tah un 2019 Nomor 53, Tam.bah.an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6 323); 

17 Pcraturan !Vlenteri Dalarn Neg<: ri Nomor 9 Tahun 2021 ten tang 
Tata Carn Evaluasi Ran can gan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah, Rancangan 
Peraturan C'aerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan BelanJa Daerah , Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tcntang Penjaba ra n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Perubahan /\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedornan Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Rep1blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri N0mor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Oaerah serta 
Pelaksanaan d<\n Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Perawran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Penda pa tan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengaj uan, Penyduran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantu.an Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) ; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasffikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pemban§.un an clan Keuangan Da~rah (Berita Negara Republik 
Indonesia 'i .1hun 2019 Nomor 1447); 

22. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Tek1 iis Pengelolaan l<euangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Pe raturan Daerah Kabupaten Kat ingan Nomor 6 Tahun 2021 
lentang Pc1 ~bahan Anggaran Penuapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahu n 202 1 Nomor 6 , Tambahan 1.-embaran Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2021 Nomor 75). 

MEMUTUSKAN: 

P~l-<A'l'URAN l::3UPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN EUPATI KATINGAN NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAI ru N ANGGARAN 2022 . 

Pasal 1 

Dala m Peraturan Daerah ini yar.g dimaksud dengan : 
1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselur·1han kegiatan yang meliputi 

perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan1 pelaporan1 

pc::rt.anggungja\vaban , dan pengawasan daerah. 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencam.1. keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Katingan ; 

3. Bclanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurangan 
nilai kekayaan bersih dalam oeriode tahun anggaran berkenaan; 

4 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau 
pengeluaran vang akan diterima kernbaU, bafr pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahu n-1:ahun anggaran berikutnya; 

5. Sisa Lebih Perh;tungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengurangan a nggaran selama 1 (satu) periode 
anggaran. 

Pasal 2 

Perubahan Anggaran Pe~dapatan dan Belanja Daerah tahu!)" anggaran 2022 semula 
sebesar Rp 1.373.001. 140.576 bertambah sebesar Rp49.361 ~03.187 sehingga menjadi 
Rpl .427.362.743%3 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah / 

a. Semula : Rpl.207.926.(74.584 
b. Bertarnbah / (Berkurang) : RpS0.453.585 136 ✓ J 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rpl.258.379.659.720 

2 . Bclanja Dae rah ../ 
a. Semula : Rpl.378.001.140.576 
b. Bertambali / (Berkuranis) : Rp49 .36 l .603 187 V 
Jumlah belanja daerah setel: h perubahan Rpl.427.362.743.763 v 
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3 Pembia, aan Daerah 
a. Pencrimaan Pem bia)aan -J 

1) Semuh : Rp184.954.065.992 / 
2) Bertamuah/(Berkurang) : Rp(l.091.981.949) v 
Jumlah penerimaan pemLiayaan daerah setelah perubahan Rp183.862.084.043j 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
\.,/" 

1) Semula : Rp14.879.000.000 
2) Bertambah/(Berkurang) : Rp- / 
Juml;::i.h µengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rpl4.879.000.000 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp168.983.084.043✓ 
Sisa lehih pcmh1ayaan anggaran setelah perubahan Rp-

PasaJ 3 

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum daJam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peratu ran Bupati Katingan ini terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, 

2. Lampiran II 

3. Lampiran Ill 
4. Lampiran lV 

5. Lampiran V 

(1. Lampiran VI 

Jenis. Objek. Rincian Objek Pendapa.tan, belanja dan Pembiayaan; 
Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program Kegiatan , Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Objek, Rincian OQiek Pendapatar., Eelanja dan Pembiayaan; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Pen erima, dan Besaran Hibah; 
Daftar Nama Pene, ima, Alamat P<!nerima, dan Besaran Bantuan 
Sosial 
Daflar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 
Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Pen !rima, dan Besaran belanja bagi 
hasil; 

7. Lampi ran \ U Rmc1an Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintah.an 
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 
jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaa n; 

8. Lampiran Vlll Rincian D131-1-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan 
Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan 
pemerintaha·1 daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan 

9. Lampiran IX 

1.0 . Lampiran X 

pembiayaan; 
Rincian . Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok, jenis objek , dan rincian objek pendaptan, belanja dan 
pembiayaan: 
Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katinganpada daerah 
perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan 
Perkada tenta11g Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
rerbatasan Negara. 

Pasa14 

Lampiran segaimana dimaksud dalam Pasal 3 rnerupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PasaJ 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang d1tetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam c1okumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah sesuai clengan ketentuan perundangan- undangan. 
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Pasal 6 

Pcraturan Bupari Katingan ini mul &.i berlaku pada tanggal diundangkan . 

:\gar $etiap orang mengeLa.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
dengan penempatannya dalam Berica Daerah Kabupaten Katingan. 

Diundangkan dj I asongan 
pada tanggal S"' O f-t{)~r OO~""J. 

Ditetapkan di Kasongan, 
____ "'---tanggal S- OfkO ll>(, ~ d 
u p 

~ UP ~- INGAN, 

(* 
\ \ '> 1, 
'1"' ~ 
\\-~-

\ ... ~-=~-.,-

lJ8RITA DA8RAl I KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 706 


